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ABSTRAK:  Dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan perjalanan yang aman, tertib dan 

lancar, agar jemaah haji dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam 

menjalankan ibadah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati 

dapat mengangkat petugas yang menyertai jemaah haji, yang terdiri atas Tim 

Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang biaya oprasionalnya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 2008; UU No.23 

Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; 

PP No.38 tahun 2007; Perda Kutai Kartanegara No.17 Tahun 2015 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum; ruang lingkup Biaya 

Transportasi, Operasional Jemaah dan Petugas Haji Daerah meliputi biaya 

transportasi; biaya konsumsi kegiatan; biaya jasa buruh; petugas haji daerah; dan 

pengawasan; serta ketentuan penutup. 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016. 

 Keputusan Bupati 

 7 halaman 

 


